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Abstract: The population of Semarang City continues to increase every year which 

has an impact on increasing demand for housing and good facilities. Therefore, it is 
necessary to ensure a equity distribution of development benefits such as social 
facilities and services in both planned and unplanned settlements. Planned 
settlements tend to have guarantees for the provision of social facilities and services 
compared to unplanned settlements. This study aims to determine the level of equity 
benefits distribution between planned and unplanned settlements based on the 
analysis of public perceptions of social facilities and services in Perumahan Graha 
Estetika and Perumnas Sendangmulya as planned settlements, Kampung Sekayu and 
Kelurahan Bandarharjo as unplanned settlements. The method used is quantitative 
through an online survey to 353 respondents with descriptive analysis techniques 
and Likert scale. The results showed that there were still differences where people in 
unplanned settlements most disagreed with the quality of clean water, roads and 
drainage. The level of equity  benefits distribution in Perumahan Graha Estetika, 
Kampung Skeayu and Perumnas Sendangmulyo is in the fair category and Kelurahan 
Bandarharjo is in the moderate category. 
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1. PENDAHULUAN 

Jumlah penduduk Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga 
mencapai 1,6 juta jiwa pada tahun 2022. Hal tersebut kemudian berdampak pada peningkatan 
kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni serta fasilitas penunjang yang memadai. Upaya 
untuk mewujudkannya salah satunya dengan menjamin keadilan terlebih berkaitan dengan distribusi 
manfaat pembangunan seperti fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman terencana 
maupun tidak terencana. Hal ini karena kegagalan keadilan dalam pembangunan dapat 
menyebabkan adanya ketimpangan spasial (Sugiri, 2009). Orientasi penyediaan fasilitas dan 
pelayanan sosial sebagai komponen permukiman dan cakupan keterjangkauan penggunaannya perlu 
diperhatikan untuk pengembangan permukiman (Yuliastuti et al., 2020). Menurut  Pigawati et al. 
(2019) salah satu faktor yang menentukan kualitas lingkungan permukiman yaitu ketersediaan 
fasilitas dan pelayanan dasar. Menurut Golany (1976) keberhasilan dari keberadaan fasilitas dan 
pelayanan sosial di kawasan permukiman dapat dilihat dari tingkatan bagaimana minat dan 
kesediaan masyarakat yang tinggal didalamnya untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan sosial 
tersebut (Widyonarso & Yuliastuti, 2014). 

Permukiman terencana pada awal pembangunannya telah diikuti oleh perencanaan fasilitas dan 
pelayanan sosial (Tilaar et al., 2012). Berbeda dengan permukiman tidak terencana dimana 
pembangunannya terjadi secara swadaya tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu (Bisaga & 
Parikh, 2019). Hal ini kemudian membuat permukiman tidak terencana tidak memiliki jaminan atas 
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fasilitas dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkan permukiman 
yang layak huni adalah dengan memperhatikan distribusi fasilitas dan pelayanan sosial. Keadilan 
distribusi manfaat adalah prinsip dimana memberikan manfaat pembangunan yang maksimal 
kepada mereka yang memiliki kekayaan yang minim (Hananel, 2009). Keadilan (equity) apabila 
dibahas dalam aspek pembangunan wilayah dapat dijelaskan sebagai perasaan puas dan tidak puas 
bergantung pada apa yang dirasakan oleh penerima program pembangunan dimana perasaan puas 
tersebut dilihat dari rasa adil (equity) atas situasi yang diberikan.  Deakin (1998) menyatakan bahwa 

suatu keadaan dikatakan adil equity  apabila menghasilkan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka 

yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (Awuah & Booth, 2020). Sugiri (2009) menggagaskan 
mengenai konsep pembangunan wilayah berbasis keadilan (Equity-Based Regional 
Development/EBRD) dimana salah satu isunya yaitu mengenai akses ke fasilitas dan pelayanan sosial 
pada fungsi keadilan distribusi manfaat.   

Evaluasi persepsi masyarakat terhadap fasilitas sosial merupakan salah satu indikator untuk 
mengidentifikasi tantangan penyampaian layanan di kawasan permukiman dan kesenjangan dalam 
penyampaiannya (Mutyambizi et al., 2020). Pengalaman masyarakat dalam aspek kebijakan (fasilitas 
sosial) terkait fungsi distribusi dapat menentukan persepsi mereka tentang isu keadilan (equity) 
sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan keadilan di wilayah tersebut (Sugiri & Nuraini, 
2013). Masalah terkait distribusi fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman muncul 
karena adanya ketidakadilan dalam pembangunan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetaui tingkat keadilan distribusi manfaat antara permukiman tncana dan tidak terencana 
berdasarkan persepsi masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan pelayanan sosial.   

 

2. DATA DAN METODE  

2.1. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana data kuantitatif yang dibutuhkan 

diperoleh di lapangan melalui instrumen kuesioner dengan skala likert.  Data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan mengenai persepsi masyarakat terhadap 
fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman untuk diketahuui sejauh mana tingkat 
keadilan distribusi manfaat antara permukiman terencana dan tidak terencana. sedangkan data 
sekunder diperoleh melalui telaah dokumen untuk mengetahui gambaran umum wilayah penelitian. 

2.2 Teknik Penentuan sampel 
Penelitian ini mengambil empat lokasi yang terbagi ke dalam dua jenis permukiman yaitu 

permukiman terencana dan tidak terencana dengan kondisi baik (good) dan buruk (worse). 
Permukiman terencana dengan kondisi baik (good) yaitu di Perumahan Graha Estetika dimana 
merupakan salah satu perumahan mewah di Kota Semarang. Permukiman terencana dengan kondisi 
buruk (worse) yaitu Perumnas Sendangmulyo yang merupakan perumahan MBR (Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah). Sedangkan untuk permukiman tidak terencana dengan kondisi baik (good) 
mengambil lokasi di Kampung Sekayu, salah satu kampung kota tertua di Kota Semarang. Lokasi 
terakhir yaitu permukiman tidak terencana dengan kondisi buruk (worse) mengambil lokasi di 
Kelurahan Bandarharjo dimana merupakan kawasan permukiman kumuh berat di Kota Semarang. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu kepala keluarga yang tinggal di masing-masing kawasan 
permukiman. Pengambilan kepala keluarga sebagai sampel dikarenakan pada etnis jawa, persepsi 
masyarakat biasanya diwakili oleh kepala keluarga (Sugiri & Nuraini, 2013). Teknik sampling yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu propotionate stratified random sampling. Teknik sampling 
tersebut digunakan karena populasi pada penelitian ini heterogen dimana jumlah unit populasi tiap 
stratanya berbeda sehingga jumlah sampel yang diambil juga berbeda. Sampel pada penelitian ini 
diukur menggunakan rumus slovin (Bungin, 2010) dengan margin of error sebesar 10%.  

n =
N

N(d)²+1
                                               (1) 
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Dimana n  =  ukuran sampel, N =  jumlah populasi, dan d = derajat kesalahan. Sebaran jumlah 

responden yang dibutuhkan pada masing-masing lokasi penelitian tabel 1. 

 

Gambar 1. Peta Deliniasi Permukiman Terencana (Analisis, 2022) 

 

 

Gambar 2. Peta Deliniasi Permukiman Tidak Terencana (Analisis, 2022) 

 

 

Tabel 1. Responden Penelitian. (BPS, 2021) 
 

 
*Lokasi yang diketik miring merupakan permukiman tidak terencana 

2.3 Teknik Analisis  

Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis skala likert. Data 
yang dianalisis deskriptif adalah data yang berkaitan dengan tingkat keadilan distrbusi manfaat 
dimana data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram untuk mempermudah 
menampilkan hasil data yang diperoleh. Analisis skala likert digunakan untuk mengukur persepsi 

Lokasi Penelitian Populasi
Jumlah 

Responden

Perumahan Graha Estetika 358 78

Perumnas Sendangmulyo 2.388 96

Kampung Sekayu 386 80

Kelurahan Bandarharjo 5.080 98

352Total

Deliniasi Perumahan Graha Estetika Deliniasi Perumnas Sendangmulyo 

Deliniasi Kampung Sekayu Delinisai Kelurahan Bandarharjo 
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masyarakat mengenai fasilitas dan pelayanan sosial di setiap lokasi penelitian guna mengetahui 
tingkat keadilan distribusi manfaat antara permukiman terencana dan tidak terencana. Tingkat 
keadilan distribusi manfaat di kawasan permukiman terencana dan tidak terencana diklasifikasikan 
ke dalam skala 1-5 dengan kategori sangat adil (5), adil (4-4,99), sedang (3-3,99), tidak adil (2-2,99) 
dan sangat tidak adil (1-1,99).  
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat Antara Kawasan Permukiman Terencana dan Tidak Terencana 

Tingkat keadilan distribusi manfaat di kawasan permukiman didapat berdasarkan persepsi 
masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan sosial. Apabila merujuk pada  Sugiri & Nuraini (2013), 
dengan mengetahui persepsi masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan sosial maka dapat 
diketahui sejauh mana penerapan keadilan di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan subjek 
utama dari keadilan adalah masyarakat (Moroni, 2020). Menurut Yuliastuti et al.,( 2020) dalam 
perencanaan kawasan permukiman erat kaitannya dengan akses terhadap fasilitas dan pelayanan 
sosial, semakin buruk akses maka mempengaruhi minat warga untuk menggunakannya. Maka dari 
itu, pada penelitian ini hal yang dinilai adalah akses terhadap fasilitas dan pelayanan sosial serta 
kualitas dan kuantitasnya berdasarkan persepsi masyarakat. Fasilitas di kawasan permukiman yang 
dapat digunakan untuk dinilai kualitasnya menurut Pigawati et al., (2019) yaitu fasilitas pendidikan, 
kesehatan serta perdagangan/niaga. Sedangkan penelitian yang dilakukan  Mutyambizi et al., (2020) 
menyatakan bahwa akses serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sosial dapat dianalisis dari 
berbagai aspek diantaranya listrik, kesehatan dan sanitasi. Sehingga, dalam menilai tingkat keadilan 
distribusi manfaat berdasarkan persepsi masyarakat, maka perlu mempertimbangkan variabel-
variabel tersebut dan membandingkan antara permukiman terencana dan tidak terencana. 

Hasil analisis didapatkan tingkat keadilan distribusi manfaat baik di permukiman terencana 
maupun tidak terencana berada pada kategori moderate hingga adil. Tingkat keadilan distribusi 
manfaat di kawasan permukiman terencana yaitu Perumahan Graha Estetika dan Perumnas 
Senadngmulyo berada pada kategori adil. Sedangkan tingkat keadilan distribusi manfaat di kawasan 
permukiman tidak terencana yaitu di Kampung Sekayu berada pada kategori adil dan Kelurahan 
Bandarharjo berada pada kategori moderate. Skor tertinggi keadilan distribusi manfaat berada di 
Perumahan Graha Estetika dimana merupakan permukiman terencana dengan kondisi baik (good). 
Sedangkan skor terendah tingkat keadilan distribusi manfaat berada di Kelurahan Bandarharjo yang 
merupakan permukiman tidak terencana dengan kondisi buruk (worse). 

Berdasarkan hasil analisis, terdapat kecenderungan dari segi kondisi kawasan permukiman 
dimana masyarakat yang tinggal di permukiman terencana maupun tidak terencana dengan kondisi 
buruk (worse) yang paling merasa tidak setuju dengan kualitas fasilitas dan pelayanan sosial. Apabila 
merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiri & Nuraini (2013) mengenai keadilan pada fungsi 
distribusi manfaat di wilayah Blitar, mendapati bahwa masyarakat dengan kondisi lebih buruk 
(worse) adalah yang paling merasakan kegalalan keadilan dalam distribusi manfaat. Fakta menarik 
didapatkan bahwa kawasan permukiman terencana yang memiliki jaminan atas penyediaan fasilitas 
dan pelayanan sosial tidak menjamin tingkat keadilan distribusi manfaatnya akan selalu lebih tinggi 
dibandingkan dengan permukiman tidak terencana yang tidak memiliki jaminan. Hal tersebut 
ditunjukkan oleh skor tingkat keadilan distribusi manfaat di Perumnas Sendangmulyo lebih rendah 
(4,00) dibandingkan dengan Kampung sekayu (4,07). Salah satu faktor yang mempengaruhi hal 
tersebut yaitu letak lokasi Kampung Sekayu yang strategis berada di pusat Kota Semarang sedangkan 
Perumnas Sendangmulyo berada di pinggiran Kota. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sugiri & Nuraini 
(2013) dimana fasilitas dan pelayanan sosial telah tersedia dengan baik di daerah-daerah yang 
kegiatan produktifitasnya lebih tinggi.  

Meski demikian,  apabila dirinci pada ketidakpuasan, masih terdapat masyarakat yang tinggal di 
permukiman tidak terencana yang merasa tidak setuju terhadap kualitas dari beberapa aspek 
fasilitas dan pelayanan sosial diantaranya : 
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Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat

Air Bersih 
Masyarakat di permukiman terencana dan tidak terencana setuju bahwa penyediaan air bersih 

yang memadai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan yang 
dirasakan oleh masyarakat terhadap kualitas air bersih antara permukiman terencana dan tidak 
terencana. Berdasarkan data yang didapatkan sebanyak 37,5% responden di Kampung Sekayu dan 
30% responden di Kelurahan Bandarharjo menjawab  tidak setuju terhadap kualitas air bersih 
dimana kedua lokasi tersebut merupakan kawasan permukiman tidak terencana. Hal tersebut 
disebabkan oleh kualitas air bersih yang berwarna kekeruhan dan hanya dapat digunakan untuk 
keperluan rumah tangga selain memasak. 

 
Gambar 3. Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat (Analisis, 2022) 

 
     

*grafik berwarna biru adalah permukiman tidak terencana 

Gambar 4. Peta Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat (Analisis, 2022) 
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Jalan Lingkungan 

Kualitas jaringan jalan yang memadai perlu untuk diperhatikan dimana menurut dokumen 
Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 
Perkotaan (Badan Standarisasi Nasional, 2004) seharusnya tidak berlubang, tidak bergelombang dan 
tidak berdebu untuk menjamin aksesibilitas yang baik bagi masyarakat. Tingkat keadilan pada 
jaringan jalan berada pada kategori moderate hingga adil. Namun, masih terdapat perbedaan yang 
dirasakan oleh masyarakat terhadap kualitas jaringan jalan antara permukiman terencana dan tidak 
terencana. Sebanyak 44% responden di Kelurahan Bandarharjo menjawab tidak setuju dengan 
kualitas jairngan jalan yang memadai. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa titik jalan yang 
rusak dan berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengendara dan menyebabkan genangan 
saat hujan.  Selain itu, sebanyak sebanyak 59% yang merasa tidak setuju dengan kondisi lebar jalan 
lingkungan. Lebar jalan dirasa terlalu sempit dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Akan 
tetapi,  untuk panjang jalan, kualitas jalan serta perawatan jalan dirasa sudah cukup memadai. 
Drainase 

Kualitas saluran drainase yang tidak memadai dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti 
menimbulkan genangan hingga menyebabkan bajir. Maka dari itu perlu untuk menjamin penyediaan 
saluran drainase yang memadai di kawasan permukiman. Tingkat keadilan pada saluran drainase 
berada pada kategori moderate hingga tidak adil. Sangat disayangkan, masih terdapat kawasan 
permukiman yang mendapat skor tidak adil yaitu di Kelurahan Bandarharjo yang merupakan 
kawasan permukiman tidak terencana dengan kondisi buruk (worse). Berdasarkan persepsi 
masyarakat sebanyak 63% tidak setuju dengan kualitas dari saluran drainase karena dirasa kurang 
memadai dimana masih tersumbat di beberapa titik. Lalu sebanyak tidak setuju terhadap 42% tidak 
setuju mengenai perawatan saluran drainase yang mana dirasa tidak rutin dilakukan perawatan. 
 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang bisa 

disimpulkan. Skor tingkat keadilan distribusi manfaat Perumahan Graha Estetika, Kampung Sekayu 
dan Perumnas Sendangmulyo berada pada kategori adil sedangkan Kelurahan Bandarharjo berada 
pada kategori sedang. Skor tertinggi berada di Perumahan Graha Estetika yang merupakan 
permukiman terencana sedangkan skor terendah berada di Kelurahan Bandarharjo yang merupakan 
pemrukiman tidak terencana. Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman tidak terencana yang 
paling merasa tidak setuju dengan kualitas air bersih, jalan lingkungan dan drainase. Namun, temuan 
menarik didapatkan dimana permukiman terencana yang memiliki jaminan terhadpa fasilitas dan 
pelayanan sosial tidak menjamin skor keadilannya selalu lebih tinggi dibandingkan permukiman tidak 
terencana dibuktikan dengan skor di Kampung Sekayu lebih tinggi dibandingkan dengan Perumnas 
Sendangmulyo. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu letak lokasi dimana Kampung Skeayu 
berada di pusat kota sedangkan Perumnas Sendangmulyo berada di pinggiran Kota Semarang. 
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